PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB. BULELENG
Alamat lantai 3 Pasar Banyuasri, Kel. Banyuasri, Kec. Buleleng
Telepon (0362) 22063

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 800/ ) /DPMPTSP/2024

TENTANG

KODE ETIK PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

Menimbang ; a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 49 dan pasal 50
Peraturan Menter: Dalam negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

b. Bahwa dalam rangka membangun ksrakter pegawai pelayanan dan
meningkatican kualitas layanan perlu disusun kode etile pelayanan;

¢, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan hurul b diatas, dipandang perlu menetapkan Keputussn Kepala
Dinas Penanaman Meodal dan PTSP Kabupaten Buleleng tentang Kode
Etik Pelayanan di Lingkungen Dinas Penanaman Modal dan FTSP
Kabupaten Buleleng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1858 tentang Pembentuken Daerah-
Daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-Dacrah Tingkat [ Bali. Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 1058 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655)

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 feniang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambshan Lembaran Negara Republik -~
Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republic Indenesia Nomor 5587
sebagaimana telah diubsh beberapa kali, lerakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2015 MNomor 358,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomar 5659(;

4. Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009 tenteng Pelayanan Pubiik

[Lembararn Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nemor 112
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S038);
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5. Peraturan Pemerintah MNomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanann
Undang-Undang Nomor 25 Tohun 2009 tentang Pelayanan Publik
[Lembaran Megarn Republik [ndonesia Tahun 2012 Nemaor 215,
Tambahan Lembaran Negura Republile Indonesia NMomor 53357);

G. Peraturan Pemerintalh Nomor 949 Tahun 3021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

203

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaon dan
Penpawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Deacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor 73);

8. Peraturan Mentenn Dalam Negerd Nomor 23 Tahun 2007 teniang
Pedoman Tata Cara Pengawnsan ates Penyelonggaraan Pemerintah
Dacrah scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri MNomor B Tahun 2009 tentang Perubahan atas Permturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007;

3. Persturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyclenggaraan Pelayanen Terpadu Satu Pintu di Daerah (Benta
Megara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

10.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aperatur Negara Nomor
PER/04 /M PAN/03 /2008 Tahun 2008 tentang Kode Euk Aparal

Pengawasan Intern Pemerintah;

11. Peraturan Bupat Buleleng Nomor 62 Tahun 2019 tentang Budava
Kerga Prima Pada Pemerintah Deerah (Bents Daerah Habupaten
Buleleng Tahun 2019 Momor £3],

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN FTSP
KABUFATEN BULELENG TENTANG KODE ETIK PELAYANAN DI
LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG

KESATU : Kode Etik Pelayanan di Lingkungan Dinss Penanamean bodal dan
FTSF Kabupaten Buleleng dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dar Keputusan ini;

KEDUA : Selurub pegawal Dinas Penanaman Modal dan PT3P Kabupaten
'Eruld:ng yang melalsanakan tugas pelayanan periznan dac non

perizinan  berpedoman pada kode etik pelayanan  sebagaimana
tertuang dalam  Keputusan ini  sertm  ketentuan  berdasarian

peraturan perundang-undangan,

KETICGA : Keputussn ini mula berlaku pada tanggal ditetapkanm, dengan
ketentuon apabila terdapat kekeliruan alan diperbaild sebagaiman

mestings.

Diitetapkan di Bingarnjea
tanggal, 11 Juni 2024
Dinas Penianamon Madal

P Kabupaten Buleleng,

1 E KUTA, 5.508 ¥
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LAMPIRAN i KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMAMNAMAN MODAL DAN PTGP
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 800/ |§ /DPMPTSP/2024.
TANGGAL t LLJURND 2024
TENTANG : KODE ETIK FPELAYANAN DI LINGKUNGAN  DINAS

PENAMNAMAN MODAL DAM FELAYANAN TERPADL SATU
PINTU KABUPATEN BULELENC

BaB 1
PEMDAHULLAM

A, LATAR BHELAKANCG

Uniuk mewujudkan wjuan  nasional,  dibutohkan  pegownl uniok
melaksanalean tugns pelayanan publik dengan memberikan pelayanan otas barang/
jasa dan atan pelayanan administratil, Pegawni sebagal profesi vang memilik
kewajiban  mengelola dan mengembangkan dirinya tlan wajib
mempertanggungawablian kinerjanya diperlukan suatu pedoman tingkah laku
dalam bentuk “kode ettk” dalam rangka melaksanakan tugas dan kewagiban dan
menghindari segala larangan yang dilarang olch peraturan perundang-undangan.

Etika Profesionalisme Pegawai scbagai profesi memiliki  pongetahuan,
keterampilan  dan  perilaky  yang dalam melaksanakan tugas senantiase
menjungiung tinggl integritas dan keahbiannya dalam menjalankan tugas kedinasan
baik dalam bentuk tugas pelayanan publik. Kode etik menjadi dasar pijakan bagi
aparatur sipll Megara, vang dalam kede etik dicantumkan beberapa prasyarat vang
perlu  dijadikan  pedoman bersilkap dan bertingkah laku, antara lain dalam
melaksonaken tugas pelayanan publik. Dalam  konteks etike, hendaknya
memberikan pelayanan kepada magvarakat yang berorieniasi kepada kebutulian
dan kepuasan penerima layanan, schingga dapat meningkatkan daya saing dalam
pemberian pelayanan barang dan jasa.

Dalam etilen profesi pelaksanaan tugas pelayanan pegawni secara profesional
harus berperilabu dan menjungung tngg asas pelayanan yaitu transparansi,
akuntabilitas, kondisional, parteipatif, leesamaan hak gender dan status ckonomi,
keseimbangan hak dan kewagiban, Setiap birokrasi pelayanan publik wajib memilili
sikap mental dan perilalal yaing mencerminkan keunggulan watak, keluhuran budi,
dan asas eds. la wajib mengembangkan diri sehingga sungguh-sungzub
memahami, mengheyat, dan menesrapkan berbaga asas etz yang bersumber pada
kehijakan-kebijakan moral khususnya keadilan dalam tindakan jabatannva,

Kode etik tidak hanya sekedar bocaan, tetapl juga diimplementasikan dalam
melajukan pekerjaan, dinilai tingkat implementasinyg  melalui  mekanisme
monitoring, kemudian dievaluasi dan diupayalan perbaikan melalui konsensus.
Kemitmen terhadap perbaikan ectika ind perlu ditunjuldean, agar masyarakal
semakin yakin bahwa birolrasi publik sungguh-sunggubh  sluntabel dalam
melaksanakan kegialan pelayanan publile.

Dalam pelakesnaan kode etk tersebut, birckrasm publik hamis berailap
terbulca, Iransparan, dan alamtabel, untak mendorong pengamalan  den
pelembagaan kode etile tersebut. Dalam hubungannye dengan peleyanan kepads
masyarakat birokrasi publik jangan mengedepankan wewenang, namun yang peria
didahulukan adalah peranan selaku pelayanan publilk, vang manifestaginya antara
lain dalam perilalu “melayani, bukan dilayani®; "mendorong. bukan menghambeat™;
"mempermudah, bukan mempersulit”; *sederhana, bukan berbelit-belit”. Standar
ctika pelayanan publik yang diperlukan di sini adalah pemenuhan ataw perwiiudan
nilad- nilai atay norma-norma sikap dan perilaky birckrasi publik dalam setiap
pelayanan dan tindakannya, yang dapat diterima olch masyarakat luas. Ini lidak
berarti bahwa birokrasi pelayanan publik sama sckali tidak memihiki standar etika
pelayanan, akan tetapi dimensi pelaksanaan etika tersebul mungkin vang periu
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ditingkatkan. Berangkat dari pijakan di atas, malka dipandang periu menyusun
kode otk pelayanan pegawal penyclenggara pelayanan penzinan dan nonpsrizine
di linglkungan Dinas Penanaman Medal Pelayanan Terpodu Satu Pintu,

B, MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan kode etilk pelavanan yang dimaksudkan untuk memberikan
pedoman bagi seluruh pegawai penyelenggara pelayanan perisnan den non periginan,
penyelenggara layanan informasi dan penyelenggara layanan pengaduan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Fintu.

Selain daripada itu perumussan kode ctik pelayanan juga merupakan upaya
stratege sebagal pembentukan sikap dan perilaku kerja yang handal bagl selurub
pegawai DPMPTSF yang didasarkan atas wvisi. musi, molto dan kode clik pegawai
DPMPTSF guna menghadapi tantangan di masa mendatang. Hasil yang diharaplan darl
penanaman kode etk pelayanan adalah perbaikan FI:I"DJ-TII'H-: dan kinerje organisasi
serta peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan yang primo melalui
pengalaman sikap dan perilaku pegawal yang memiliki karakter vang semangal, smpati,
ramah. ulet, metaynni, anti pungli dan movabif.

Adapun tujusn yang ingin dicapai dalam penyusunan kede etk pelayanan
DPMPTSP Kabupaten Buleleng adadah :

1. Menanamlsan Kode Etk pelayanan yang berlandaslean visi, misi, motto, kode etile
pegawai DPMPTSP kepada seluruh pegawai penyelenggara pelayanan perizinan dan
nonperizinan, penyelenggars pelayanan informasi, konsultasi dan pengaduan.

2. Memperhaild perspeldif nilai dasar, norma, pola pikir dan perilalku setiap aparatur
DPMPTEP sehingga dapat menjaga amanah dalam memberilcan pelayanan porizinan
dan nenperizinan kepada seluruh masyarakat.

3. Membangun citra aparatur DEMPTSP vang lebih baik dan dipercaya oleh para

pemangk kepentingan.

. Membangun laralter pegawai DPMPTSP sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat.

. Terwujudnya lingkungan kerja yang kondusi§f bagi pengembangan pegawai dan
organisasi untik produlktil,

C. MANFAAT DAN SASARAN
1. MANFAAT
a. Bagl Pegawaj
Mempercleh kesempatan unfuk berperan, berprestas!, alduslisasi diri, mendapatlcan
pengakuan, penghargasn kebanggaan keija serta rasa oot memiliki, benanggung
jewab meningkatkan kemampuan memimpin dan pemecshan masalak, memperluss
wawasan, lebih memahami hidup dan pengabdiannyn sebaga pegawal Pemerintah
Kabupaten Buleleng.
b. Bag Instans
Dapat meninglkatkan kerja sama, menpelektifican koordinasi, integrasi, sinkronizasi,
kesslarasan dan dinamika organisasi, memperlancar komunikasi dan hubungan kena
serta menumbiubkembangkan kepemimpinan yang parbisipatif,
¢. Bag Pemenntah Dasrah
Meningkatkan kinerja Pemerintash Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah,
pembangunan dan peningkatan kescjahteraan masyarakat,
Z. BASARAN
Terciptanya perubahan pela pikir dan budaya kerja aparatur Megara menjadi
budaya yang mengembanghan sikep den perilebu kera yang berorentasi pada hasil
foutcome) yang dipercleh darl produkifitas kerja dan kinerjz yang tinggi untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat.

[ =N

BABII
NORMA DASAR, BUDAYA KERJA,
ETIKA PELAYANAN DAN STANDAR PERILAKU

A. NORMA DASAR

Pegawal penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan wejib berlandaskan
pada norma dasar sebagai berikut :
1. Bertakwa
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Percayn kepoada Tubon Yang maha Ese serts menjolonbkan peaotob doo
meninggallenn segola bieangan sesua dengan njaran agnma dan keynlanon mosing
masing.

I3

[ntepritas
EkmE'Enp_ berperloku dan bertindak jujur terhadop din sendivi dan Bnghungan,
objektil terhadap pormasalahan, memiliki komitmen terhadap visi dan mis,
fepnsisten dalam bersikap don berlindalk, berani dan tepgas dolam mengoombil
keputusan dan resiko kego, disiplin dan berianggung jawah.
3, Profesional
Berpengetahuan luas, berketerampilan yag binggr sehinggn maamp bekero s
dengan kompetensi, mandin dan bersunggub - sungguh dalam  melaksnnskon
lugss.
4, Sederbana
Bersikap wajar dan atau tidak berlebihan dalam tugas: dan kehidupan sehari - har.
5. Kora Cerdas, Kerja Keras, Kerja Tuntas dan Kerja Tkhias
Bekerja denpgan niat ibadah dan melaksanakan amanah yang menjod) Do,
Bekerja tanpa mengharaplean imbalan dan jalan yang tidak benar.
&, Kreatif dan Produletil
Mampu bekerja dengan orientasi hasil kerjn yang sistemals, terarah dan
berkualitas sesuai denpgan  standar linega vang telah  ditetapkan  dengan
menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektd dan efesion gerta dapal
dipertangrungawablan,
. Ketjasama dan Kolaborasi
Mengutamakan Kerjasama, mengembangkan jejaring kena dengan pihak cksternal
[teamwork] dan mengedepankan kerja tim feamuwork) untuk kinerja yang lebih baik.
8. Transaparan dan Terbuka
Setiap pelaksanaan tugas harus dapat diukur, dievaluasi dan bersedia mencrima
saran / knitik dan berbagai pihak.
8. Berorientas Masyarakat
Mampu bekera menghasilkan dampak positif joutcome] bagl kemajuan dasrah dan
kesejahteraan masyarakat.

=3

E. BUDAYA KERJA

Setiap peogawal penyclenggara pelayanan perizinan don non  penginan  wajb

mencrapkan budaya kerja Prima sebagal berilaat :

1. Profestonal, yvaitu seorang pegawai diharapkan selalu menjalankan tugasznva
dengan baik, dapar melakukan lkerja sama dengen berbagai pihak, layal,
berdisiplin  dan meningkatkan kompetensi dalam bekega, responsif, serta
berorientasi pada pelayanan  sehingga  setiap  pelanggan  mendapatian
keputasan;

2. Responszibelitas veity seorang pegawa: dalem menyeiesaikan pekerjaan sesua
target kinerja, memiliki keterampilan, handal dan sangat bertanggung jawab
dalam menjalankan profesinya;

3. Integritas yaitu seorang pegawal yang menjalankan tugasnya memilild kemauan
untuk belerja kerss, memiliki kemawan kerja keras, h:mﬂ.t'ﬂpua.n untulk
menyelesaikan tugas, mempunyai rasa pengabdian yang tinggl, fokus padn
peleerjaan dan konsisten; dan

4. Komitmen vaita seorang pegawal harus mempunyad kemauan kecja keras,
kemampuan untule menvelesaikan tugss, mempunyml resa pengubdian  yang
tnggl, fokus pada pekegaan dan konsisten; dan

5. Aluntabel yaitu seorang pegawal dalam menjalankan tugasnya harus taat
terhadap Peraturan Perundang = undangan, memenubi targel kinerja yang tolah
ditstapkan, mempertanggungjawabkan  seluruh sumber  daya  vang
dipergunakan, teliti dan akurat, selaly transparan, serto menghasilian kinega
yang berlualitas.

C. ETIKA PELAYANAN
Setiap pegawal penyelsnggara pelayanen perizinan don non poriginan  wajib

menerapkan ctika pelayanan scbagai berikut :
1. Disiplin
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Hadir tepat waktu, btertib berpealaian, tertil berbicars serta tidak melanggar
ketentuan perundang — undangan.

2. Cepat, tepat dan prosedur
Menyelesaikan walkty pelayanan sesumi dengan waktu layanan yang sudah
ditentulean.

3. Tegas
Tidak memberikan ruang toleransi terhadap leolusi, lkorupsi, dan nepotisme
dalam bentuls apapun yang lecleait dengan pelayanan pertzinan dean non
perizinan,

4. Sopan dan santun

Bertingkah laku yang baik dan berbicara yang wajar sesual etika dan norma

kesopanan pada saat melayani pengguna jasa layanan Perizinan dan Non

Periznarn,

Ramah dan simpatilc

Berbudi bahasa yang menarik, bertutur kata yang manis dan perbuatan

menyenangkan dalam mekaksanalkan Felayanan Perizinan dan Non Perizinan,

. Adilftdak dislriminatf
Memberikan kesempatan yang sama terhadap Pengguna layanan.

7. Terbuka dan jujur )
Memberikan informasi tentang materi, data dan proses pelayanan vang jelas dan
benar.

8. Loval dan patuh
Melaksanakan perintah atasan dan wajib melaporkan secara cepat dan benar
kepada atasan terkait dengan pelaksanaan pelayanan,

9. Ikhlas dan Sabar
Menahan emosi apabila mendengar pengguna jasa layanan yang menyinggung
PETESHAETL

10. Kepatuhan
Menyelesaikan keselaruhan kegiatan pelayanan sesusi  dengan stander
pelayanan dan standar operasional prosedur,

11.Teladan [ keteladanan
Memberikan contoh penlaku yang baik kepada rekan kerja, maupun Kepadao
pard pengguna jasa layanan Perginan dan Non Perizinas,

12. Komunileatil
Berkomunikasi secara efektif dengan para pengpuna jasa layanan pada saat
memberikan pelayanan Perizinan dan Non Pernimnan,

13, Kreatil
Melakuksn Inovasi yang konstruksif dan produktf untuk mempercepat dan
mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Mon Perizinan,

14. Bertanggung jawab
Dilakukan sesua ketentuan Peraturan Perandang - undangan.

15. Objelctif
Tidak memihak kepada salah satu dar pengguna jasa layanan Perizinan dan
Mon Perizinan.

w

D. STANDAR PERILAKU

Setiap pegawai penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan  wajib
mengamalkan standar perilaku sebagal berilout

1. Adil dan tidak diskriminatif
Memberikan pelayanan dengan norma dan stander yong telah ditetaplan
kepada semua pengguna layaman tanps memandang suku, agama, ras dan
antar golongan

2. Carmat;
Meneraphan ketelitinn dalam belega dan menghindari kesalahan

3. Bantun dan ramah;
Berkomunilkasi dengan bahasa vang jelas dan nada yang lembut serta sopan
dalam tindakan

4. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlamt — larut meneraphkan

standar pelayanan dan standar operasional prosedur secars konsisten
5. Profesional
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Memiliki kemampuan pengetahuan dan wawasan yang luas sehingga mampu
bekega dengan baik

o, Tidak mempersulit;
Bekerja untuk memberi jalan kemudahan bag pengguna loyanoan

%  Patuh pada perintah atasan vang sah dan wajar
Setn dan taat terhadap arahan pimpinan sepanjang dalam binghka peraturan
perundang — undangan

g, Menjunjung tinggl nilm - nilai  akuntabilitas dan integritas  inatileg
penyelenggara;
Bertanggungjawab dan jujur dalam melalksanakan pelayanan

g. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiaskan sesusi
dengan peraturan perundang - undangan
Mampy menjaga rahasia kedinasan dan rahasia jabatan yang menurul silatnya

dirahasiakan

10.Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan
kepentingan,
Mengesampingan kepentingan pribadi dalam memberikan pelayanan kepada
msayaralkat

11.Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan pubhl;
Menggunakan fasilitas pelayanan untuk sebesar - bessrnya mengoptimalkan
pelayanan kepada masyarakat !

12.Tidak memberikan informasi yang salah ntau menyesatkan dalam menanggam
permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
Memberikan informasi yang benar, jelas dan lengkap kepada pengguna layanan

sesual kebutuhan

13.Tidak menyalahgunakan miormasi, jabatan, dan/etauy kewenangan yang
fimitild:
Menggunalkan jabatan sesunl kewenangan dalam mencapai kesegjahteraan
masvaraleat,

14.Sesuai dengan kepantasan; dan
Sederhana dan tetap menjalankan budaya kerja dan kearifan lokal dalam
memberikan pelayanan

15.Tidak menyvimpang dari prosedur
Teguh menjalankan tugas pelayvanan berdasarkan peraturan perundang -
undangan

BAB Il
HAK DAN KEWAJIBAN PETUGAS PELAYAMNAN

A. HAK PETUGAS PELAYANAN
Mendapatkan pemutakthiran informasi dan repulasi dan update perundang -
undangan serta peraturan - peraturan terbaru terkait perizinan dan non perizinan

[. Mendapatkan bimbingan tekmis, atau workshop dan pelatihan terkait ugas
pelayanan perizinan dan non perizinan;

Mendapatkan hak akses yvang sesual dengan tugas dan wewenangnya di pelayanan
perizinan dan non perizinan;

Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnva;
Mendapatkan fasilitas pelayanan publik yang memadad,

Terjaminnya raga aman dan nyaman dalam memberikan pelayanan publik;
Mendapatkan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntunan yang tidak sesuai
dengan kenyataan dan penyelenggaraan pelayanan publik; dan

Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang -
undangan.

b
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f. KEWAJIBAN FETUGAS PELAYANAN

| Memberikan pelayanan dengan sebaik - baiknya kepada masyarakal menurui

bidang tugas masing - masing;

Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangl atau

mempersulit salah satu pihak yang dilayani;

Bersikap dan bertingkah laku sopan dan santun terhadap masyarakal namun

tegas, responsive, transparan, dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku;

Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan;

Memberikan pertanggung jawaban atss peluksanaan pelayanan sc s dengan

peraturan perundang — undangan; _

Menjunjung tinggi nilai - nilai akuntabilitas dan integritas institusi;

Terbuka untuk menghindari benturan I-I:I:PI:nl:i.‘llgEl.l‘i'r

Proaltil dalam memenuhi kepentingan masyarakat;

Memberikan pelayanen sesuai dengan peraturan yang berlak;

10.Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan penyclenggara pelayanan

blil

11. Eiilakma]mn pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (5F) dan Standar
Operasional Prosedur (SOF);

12.Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggungjawab scbagai penerima
pelayanan publik;

13.Mematuhi peraturan perundang - undangan yang terkait dengan penyelenggara
pelayanan publik;

14.Melayani dengan baik setiap permohonan layanedn;

15.Menerapkan prinsip kehati - hatian, ketelitian, dan kecermatan dalam memeriksa
kelengkapan dokumen/ryjukan/rekomendasi  yang  dipersyaratkan  dalam
pemberian pelayanan;

16.Memberitahukan dengan santun dan profesional apabila terdapat kekurangan
dalam hal pengajuan permobonan layanan;

17 . Menyelesaikan pelayanan dalam tenggang waktu vang telah ditentukan di dalam
Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur;

18 . Menyimpan rahasia Negara dan/atay rahasia jabatan vang diembannys selama dan
sesudah menjalankan tugas sesuai ketentuan vang berlakm.
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. HAK MASYARAKAT (PEMOHON)

Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;

Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;

. Mendapat tangeapan terhadap pengaduan yang diajukan;

. Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan;

. Memperoleh informasi yang akurat terkait Persyaratan Perizinan dan non perzinan
yang diperlukan ;

. Mendapatkan layanan kopsultasi atau bimbingan telnis terkait pernzman dan nen
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perizinan;
7. Mendapat advokasi, perlindungan, dan/atay pemenuhan pelayanan;
0. KEWAJIBAN MASYARAKAT (FEMOHON)

|. Mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar
pelayanan;

2. Ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan
publik; dan

3. Berpatisipdsi aktf dan mematuhi peraturan yag terkat dengan penyelenggom
pelayanan publil.

BAB IV
LARANGAN

Pegawsl Penvelenggara Pelayanan Pernzman dan Non Pernzinan dilarang :
1. Dilarang melalukan prakeek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [KKN|;
2. Melakukan tindakan yang dapat mengaldbatkan kerugian masyarakat;

H Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

A, Mempergunakan Kewenangan untuk melakukan tindalan yang memihak stag
bersikap diskriminatif dan pilih kasih (favoritisme] kepada kelompok tertenty
atau perorangan;

4. Melakukan punpgutsn tdak sah dalam bentuk apapun delam melaksanakan
Lugas untuk kepentingan pribadi, golengan atan pihak laing

3. Meminta atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran dilaar
ketentuan yvang berlaku, scperti pemberian komisi, dana, ucapan terima kasih,
imbalan [kickback|, sumbangan dan sejenisnya yang torkait dengan tugas pokalg
dan fungs:;

6. Membocorkan informasi atau dokumen yang wejik dirshasialan sceuai dengan
peraturan perundang — undangan;

7. Menyvalahgunakan kewenangan jabatan sccarn langsung atau secara lidak
langsung;

8. Menghilangkan, memalsukan, dan atau merusak aset Negara atau dekumen
milik Negara / Organisasi yang berhubungan dengan pelayanan;

9, Memanfaatkan sarana dan prasarana milile Negara untuk kepentingan pribad;

10.Membocorkan rahasia Negara yang diketabui karena ledudukan dan atau
jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihalk lain;

I 1. Melakulkan legiatan sendin dan atan bersama dengan atasan, teman sepawal,
bawahan atsu orang lain dalam linglup tugasnya dengan fujuan untuk
keutungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secars langsung atan tidak
langsung merugikan Negara

12.Tidek mekan dan minum saat melayani pemohon,;

13.Tidak menggunakan handphone saat melayani pemohon;

14.Meminta sesuaiu dari pemohon pelayanan diluar yang telah ditentulian;

15.Menerima sesuatu dari pemohon pelayanan dengan maksud agar diberikan
lkemudahan menpurus permohonanan dan [/ atau sebagal pengganti untuk
menutup kelarangan persvaratan vang telah ditentukan,

16, Meminta dan/atau menerima sesuaty dari penerima levanan dengan maksud
agar diberi kemudaban danj/atau toleransi kelebihan muatan vang teiah
ditertuloamn;

17.Menjanjikan kemudahan pemberian layanan dengan mengharapkan pemberian
imbalan;

18 . Mempersulit pemberien layanan dengan malksud untuk mendapatkan imbalan
dari pemohon;

19, Bertindak disleriminatil dalam memberikan pelayanan.

BaB W
PENGHARGAAN DAN SANES]

A PENGHARGAAN

Pegawal yang menurut penilaian dipandang memiliki dedilasi yang tingzi dan peran
signifilkan dalam perbaikan organisasi dan pemingkatan kualitas pelaysnan perizinan
dan non perizinan dapat diberkan penghargaan vang mepurut sifamya tidak
bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang beraku dan
memperhatikan kemampuan kevangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

Penghargaan yang diberikan kepada pegawai berprestasifteladan dapat berupa

a. Ucapan terima kasih;

b. Fiagam penghargaan;

. Kesempatan uniuk meningkatkan kompetensi melalui Pendidikan dan pelatihan
dan/atau bimbingan teknis sesual dengan gasnya.

d. Benda kenangan atau Cindera Mata;

e. Bentuk lainnya yang tidak bertentéangan dengan peraturan perundang -
undangan dan sesual kemampuan keuangan Dinas,

B. SANESI

Pegawai yang menurut penilaian dipandang kurang memiliki pengabdian bahlean
cenderung melanggar ketentuan kode etk dan disiplin pegawail dibenkan sanks
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